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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya 

pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Dari 

semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam 

faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang 

melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan factor ekonomi, 

factor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya 

dan sebagainya. Kesemua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus 

mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan 

demikian agar ketertiban ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat 

dapat tercapai dengan baik. 

Zaman dulu, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana setiap 

pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Setiap 

pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai Hakim, dapat 

menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak 

diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum untuk 

menunggu pelaksanaan hukuman. Seiring semakin kompleksnya 

kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum 

merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, karena para Hakim 

membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu 
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suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu 

bangunan.1. 

Dulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana 

cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) 

atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman 

berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh 

Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan 

sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana 

pencabutan kemerdekaan.2 

Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologis sudah 

sejak zaman Belanda dapat dirujuk pada Reglement Penjara Tahun 1917. 

Dalam Pasal 28 ayat (1) Reglement tersebut dinyatakan bahwa, penjara 

adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu 

perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak 

pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau 

pelaku tindak pidana. 

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Reglement Penjara Tahun 1917 

tersebut yang sebagaimana telah disebut di atas, maka ada 2 (dua) hal 

yang dapat dilihat dari isi pasal tersebut dan penjelasannya, yaitu bahwa 

pegawai-pegawai penjara diwajibkan memperlakukan Narapidana atau 

pelaku tindak pidana secara perikemanusiaan dan keadilan dengan tujuan 

                                                             
1 David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, Menyikap Dunia Gelap Penjara 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. iii. 

 
2 Ibid h. IV 
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untuk mempengaruhi narapidana ke jalan perbaikan. Selanjutnya 

dinyatakan lagi akan tetapi dengan kesungguhan beserta kekencangan 

yang patut dengan tujuan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai 

penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti 

mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.3. 

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti 

pidana penjara tersebut atau di sebut dengan eksistensi sebelum menjadi 

Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, yang dimulai 

dari tujuan balas dendam (retalisation) kepada pelaku tindak pidana 

kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (retribution) bagi si 

pelaku tindak pidana yang selanjutnya di ikuti dengan tujuan untuk 

menjerakan (deterence) si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga 

pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan 

tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana (punitive) melainkan 

bertujuan untuk memperbaiki terpidana (rehabilitation) dengan jalur 

resosialisasi.4 

Berbagai macam pengertian tujuan dari pidana penjara tersebut 

terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut 

Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya 

disebut KUHP) ke dalam Reglement Penjara Tahun 1917 memang masih 

ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah 

                                                             
3 Bachtiar Agus Salim, Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem 
Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini (Medan, Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar 
Dari Masa ke Masa, editor Tan Kamello, 2003). h. 129. 
4 Ibid h.13 
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pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana 

penjaranya yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang 

dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal 

tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (re-educatie and 

re-socialisati).5 

Sebenarnya secara umum pemasyarakatan tersebut bisa diartikan 

memasyarakatkan kembali seseorang pelaku tindak pidana yang selama 

ini sudah salah jalan yang merugikan orang lain atau masyarakat dan 

mengembalikannya kembali ke jalan yang benar dengan cara membina 

orang yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan atau 

berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya yang telah 

dirugikannya pada waktu dulu. 

Adanya model atau cara pembinaan bagi Narapidana atau yang 

selanjutnya di sebut Warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan atau di dalam Rumah Tahanan Negara tersebut tidak 

terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi 

bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai 

menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti yang juga terjadi 

sebelumnya terhadap istilah penjara yang telah berubah menjadi 

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964. 

                                                             
5 Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia (Semarang: Pusat Studi 
Hukum dan Masyarakat, 1974), h. 32 
 



5 
 

Walaupun dalam operasional di lapangan, banyak kalangan yang 

tidak mengetahui bahwa instansi pemasyarakatan adalah termasuk 

jajaran penegak hukum, akan tetapi ada juga kalangan yang mengetahui 

hal tersebut seperti kalangan akademisi. Dalam hal, jika dibandingkan 

dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, instansi 

Pemasyarakatan (correction) dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi 

Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan dalam sistem penegakan hukum 

terpadu yakni yang disebut dengan istilah integrated criminal justice 

system.6  

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 

penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 

dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum dari pemidanaan. 

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang 

tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 

kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus 

diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas 

adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut 

berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, 

atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.7 

Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan 

Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan 

                                                             
6 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi (Jakarta: Mandar 
Maju,1995), h. 140. 
 
7 C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 18-19) 
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yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga 

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib dan damai.8 

Perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan yang sudah 

dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung 

hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang 

menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang- Undang No. 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UUP). 

Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha 

untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan 

tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai 

ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk 

mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan 

reintegrasi. Sejalan dengan peran Rumah Tahanan Negara tersebut, 

maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan 

tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan 

dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai 

dengan Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa, petugas pemasyarakatan 

adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di 

                                                             
8 Ibid h.45 
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bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan. 

Warga binaan pada Lapas Kelas II B Tebing Tinggi. Oleh sebab itu, 

proses pelaksanaan pembinaan kurang berjalan maksimal disebabkan 

jumlah warga binaan yang sudah over kapasitas. 

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk 

mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, 

juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan 

diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta 

merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila.9 

Pelaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga 

partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan 

kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima 

kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani 

pidananya.10 

Namun demikian, setelah dirubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi 

Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat 

dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat 

dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai 

tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan Narapidana tersebut 

dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Sebagai contoh, 

                                                             
9 Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri (Jakarta: 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), h. 21 
 
10 ibid 
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meskipun sudah dirubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem 

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara masih terdapat juga pengulangan 

tindak pidana (residivis) oleh para Narapidana setelah selesai menjalani 

Pembinaan di Rumah Tahanan Negara. Selain hal tersebut, efektif atau 

tidak sistem yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara sehingga 

Narapidana tersebut bisa berubah menjadi lebih baik setelah bebas. 

Membekali Narapidana tersebut dengan pendidikan yang lebih baik 

dengan teknologi tinggi bisa menjamin Narapidana dapat berubah menjadi 

lebih baik perilakunya ataukah dapat membuat Narapidana menjadi lebih 

mahir di bidang kejahatannya. 

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi adalah 

peninggalan Zaman Belanda yang yang dibangun pada tahun 1928 

merupakan perwujudan dari sistem pemasyarakatan berbeda jauh dengan 

sebelumnya yang menganut sistem penjeraan bagi narapidana. Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi sampai sekarang telah berbenah 

diri dan melakukan banyak perubahan fisik maupun non fisik. 

Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan KLas IIB Tebing 

Tinggi relatif baik, terdiri dari - Bangunan Gedung Kantor :  

1 Unit - Pos Utama :  

1 Unit - Pos Atas : 

 4 Unit - Pos Blok :  

3 Unit - Blok Lingkungan :  

6 Unit - Ruang Kunjungan :  
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1 Unit - Ruang Poliklinik : 

 1 Unit - Ruangan Dapur :  

1 Unit - Ruangan Bengkel Kerja :  

1 Unit - Bangunan Masjid : 

 1 Unit - Bangunan Gereja :  

1 Unit - Bangunan Wihara : 

 1 Unit - Bangunan Aula : 

 1 Unit - Bangunan Tower Air :  

5 Unit - Bangunan Bak Penampungan Air: 5 Unit 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebing Tinggi berkedudukan di 

Jl.Pusara Pejuang No.03 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi 

Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. 

Adapun tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan adalah bertugas 

melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/ Anak didik .  

Sedangkan fungsi nya adalah  

1. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak didik  

2. Memberikan bimbingan sosisal/ kerohanian Narapidana  

3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga 

Pemasyarakatan.  

4. Melakukan urusan tata usaha.  

5. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola 

hasil kerja 
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Menurut Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tebing 

Tinggi Zico Lukita Amd. IP., SH., MH mengatakan adapun Kondisi Warga 

Binaan Pemasyarakatan, Kapasitas ideal penghuni 451 orang, faktual 

dihuni oleh 1554 orang.11 

Administrasi dan Perawatan Tahanan Tugas adalah  

1. Melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi 

sidik jari narapidana  

2. Melaksanakan persiapan dan administrasi penerimaan tahanan, 

perpanjangan penahanan, penjemputan tahanan dan 

pemindahan narapidana  

3.  Melakukan perawatan tahanan berupa pelaksanaan 

pengolahan dan pembagian bahan makanan dan pelayanan 

kesehatan / pengelolaan klinik kesehatan  

4.  Mengelola administrasi dan kelengkapan berkas tahanan dalam 

upaya pemenuhan hak-hak WBP seperti remisi, PB, CB,CMB, 

CMK, izin berobat.  

5.  Mengelola pelayanan kunjungan 

Bimbingan Kegiatan Kerja yakni bertugas  

a. Melaksanakan kegiatan pemanduan/bimbingan bakat dan 

keterampilan berdasarkan data dan informasi yang diterima 

                                                             
11 Wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tebing Tinggi 

Zico Lukita Amd. IP., SH., MH 
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sebagai usaha mengembangkan bakat dan menyalurkan 

keterampilan para tahanan/narapidana  

b.  Mengadministrasikan dan mengelola hasil kerja 

keterampilan tahanan/narapidana serta usaha 

penyalurannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan antara lain: 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pola pembinaan warga 

binaan pemasyarakatan? 

2. Bagaimanakah pola pembinaan warga binaan masyarakat pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi? 

3. Bagaimanakah Faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi 

penghambat berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di  Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pola pembinaan 

warga binaan pemasyarakatan. 

2. Untuk mengetahui  pola pembinaan warga binaan masyarakat pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. 
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3. Untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang 

menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. 

Sedangkan manfaat penelitian dan tesis ini adalah Secara teoritis 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk 

sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

untuk bidang Hukum pada khususnya yang berhubungan dengan 

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Tebing Tinggi dan pada prakteknya sangat bermanfaat dan 

membantu bagi semua pihak, baik itu para Warga binaan 

Pemasyarakatan yang dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Tebingg Tinggi dan masyarakat pada umumnya supaya dapat 

menerima para Warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebingg Tinggi. 

D.  Kerangka Teori dan Konsep  

1.  Teori Sistem Hukum 

  Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua 

kata yaitu “sistem‟ dan “hukum‟. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan 

memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin systema dan 

bahasa Yunani systema pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan 

atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan 

secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum 

itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-
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beda pula masalah yang akan dikaji, sehingga setiap ahli memberikan 

pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri.  

 Berikut diantaranya : Hukum adalah semua aturan yang 

mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku 

manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara 

dalam melaksanakan tugasnya. Bangsa Indonesia menggunakan Sistem 

Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum 

campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama 

khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem 

hukum Anglo-Saxon.  

Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang 

ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua 

Eropa. Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa 

Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah 

satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia 

mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain 

Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa 

Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan 

asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) 

berjalan selaras dengan sistem hukum Belanda.  

Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa 

Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia. Walaupun 

dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga 
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melaksanakan sistem hukum adat (adatrechtpolitiek) kepada masyarakat 

golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di 

Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih 

banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung 

kuat.  

Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropah Kontinental 

tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. 

Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih 

mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi 

fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan 

melalui peraturan perundang-undangan.  

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence 

M.Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum 

yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, 

pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang 

telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri 

lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh 

masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini 

banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap 

sistem hukum Indonesia. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir 

Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga 

elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu: 

1. Struktur Hukum (Legal Structure);  
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2. Isi Hukum (Legal Substance);  

3. Budaya Hukum (Legal Culture) 

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya 

Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur 

Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.  

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman 

hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau 

tidaknya hukum itu dilaksanakan.  

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang 

berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka 

keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup 

hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab 

undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut 

sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian 

peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law 

Sistem atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan 

yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan 

dinyatakan hukum.  

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu 

pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 

KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum 

jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya 

suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut 
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telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan 

Teori Lawrence Meir Friedman yang 

 Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence 

Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan 

bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum 

berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). 

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.  

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh 

lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat 

mundus”meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak 

dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang 

kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu 

peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat 

penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya 

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat 

penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, 

proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya, sehingga 

dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting 
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dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

penegak hukum rendah maka akan ada masalah.  

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas 

penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. 

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum 

menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum 

dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur 

hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang 

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat.  

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta 

budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat 

mengenai hukum selama ini.  

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara 

tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan 

mekanik.  

Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang 

dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa 

saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan 

mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. 

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut 
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dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di 

Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, 

hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen 

pengabdi hukum ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau 

demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, 

tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun 

demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh 

Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur 

hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, 

Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri 

ikut terlibat dalam jaringan narkoba.  

Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit 

mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. 

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo 

menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat 

dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental 

hukum dan sistem hukum.  

Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan 

dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan 

kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas 

kinerja sebuah hukum.  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa 

berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut 
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telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan 

melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.  

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi 

tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah 

dibuat Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh 

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat 

diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun 

sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya 

masih bergantung pada kepentingan mentaatinya.  

Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena 

kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat 

ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya 

berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan 

karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik 

yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan 

derajat ketaatan tertinggi. 

2. Teori Tentang Perlindungan Hukum  

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna 

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 

yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum 

harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan 

itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam 

Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara 
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resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun 

pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam 

tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam 

pengadilan, atau vonis.12 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu 

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun 

pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum 

sebagai berikut : 

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya 

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya 

tersebut. 

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya 

sebagai manusia.  

                                                             
12 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) H. 595 
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3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan 

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup 

antara sesama manusia.  

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan 

kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 

ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, 

permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang 

diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam 

hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan 

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah 

(ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan 

bagi pekerja terhadap pengusaha.13 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap 

kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan 

pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga 

masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai 

makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang 

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan 

bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum 

                                                             
13 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009, h 10 
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yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan 

peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya beersifat memaksa 

untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara 

yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata 

dan damai dalam masyrakat.14 

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma 

yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono 

Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, 

yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum 

dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam 

arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu 

hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di 

kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya 

memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum 

itu memuat peraturan tingkah laku manusia.15 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari 

kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, 

dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, 

pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, 

perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, 

sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. 

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang 

                                                             
14 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,H. 5-6. 
15 Ibid. Syamsul Arifin 
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diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan 

demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum 

atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. 

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala 

daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun 

lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan 

pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai 

dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.16 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap 

kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan 

pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga 

masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan 

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang 

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan 

bersama. 

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, 

yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). 

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-

institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan 

                                                             
16 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 18 Januari 
2016 
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lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) 

lainnya.  

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan 

(prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di 

maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.  

Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai 

berikut :  

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :  

a. Memberikan hak dan kewajiban  

b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum  

2. Menegakkan peraturan Melalui :  

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan 

perizinan dan pengawasan.  

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi 

setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum 

berupa sansksi pidana dan hukuman.  

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak 

dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian 

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat 

dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan 
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hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu 

sebagai berikut:  

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan 

hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan 

yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.  

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum 

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan 

Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 
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peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari 

negara hukum.17 

3. Teori Pembinaan Narapidana 

Teori ini menjabarkan tujuan diadakan pemidanaan diperlukan 

untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List 

yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematic sifat 

pidana yang menyatakan bahwa, irechtsguterschutz durch 

rechtsguterverletung yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan 

menyerang kepentingan.18 

 Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana 

pembalasan atau berdasarkan teori absolute dan ada yang berpendapat 

bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, 

serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan 

pemidanaan tersebut Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat 

pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan.19 

                                                             
17 http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html. di akses 19 Januari 2016 
18 Bambang Purnomo, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h.27 
19 Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel kikilaitely, Pidana Penjara mau Kemana, (Jakarta:CV.Indhill 
co, 2007), h.6 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan 

memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang 

membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya 

setiapwarga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu 

kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan 

terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara 

dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 

Penjelasan Umum UndangUndang Pemasyarakatan yang merupakan 

perubahan ide secara yuridisfilosofis dari sistem kepenjaraan menjadi 

sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa: 20. 

a. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-

pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi 

sekedar penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan 

reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah 

melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 

(tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem 

Pemasyarakatan.  

b. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 

dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah 

penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu 

                                                             
20 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 
2006, h. 102 
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sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi 

dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, 

tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan 

kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab 

bagi diri, keluarga, dan lingkungan. 

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang 

tidakberbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 

kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga 

tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang 

dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan 

dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain 

yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan 

pengertian pemidanan, bahwa21 

“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar 

menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga 

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat 

yang aman, tertib dan damai.”  

Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai sistem 

pemasyarakatan ini dinilai sangat penting, karena sistem kepenjaraan di 

masa kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya mengasingkan 

terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain itu, 

                                                             
21 Ibid h. 103 
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sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan 

antara narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (school crime).  

Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat ialah yang 

berkuasa. Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah 

penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan 

pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta 

memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat 

memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak 

terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.  

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan 

penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 

dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. 

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan 

untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak 

pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan 

dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam 

Pancasila.  

Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan 

Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik 

pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Dalam sistem 

pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak 

mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak – hak 



30 
 

mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar 

baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui 

media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan 

lain sebagainya. 

 Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat 

dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh 

Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang 

menyatakan bahwa, rechtsguterschutz durch rechtsguterverletung yang 

artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan22. 

Dan menurut Hugo de Groot yang juga dikutip oleh Bambang Purnomo 

yang menyatakan bahwa, dalam hubungan tersebut malum passionis 

(quod infligitur) propter malum actionis yang artinya penderitaan jahat 

menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.23. 

 Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua 

pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan 

mengenai tujuan dari pemidanaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana 

sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan 

ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau 

berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan 

kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.. 

                                                             
22 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam 
Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 77 
23 ibid 
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Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga 

muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain:24 

1. Teori Retributif (Retribution Theory) atau Teori Pembalasan Pidana 

penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam 

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan 

wujud dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari 

suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja 

diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai 

manfaat yang berbeda-beda. 

2. Teori Pencegahan 

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna 

mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide 

dasar dari deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan 

hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan. 

3. Teori Rehabilitasi 

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat 

sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau 

penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam 

pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang 

kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

penempatan seseorang di suatu tempat tertentu dengan maksud 

membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah 

                                                             
24 Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana (Jakarta: CV. Indhill 
Co, 2007), h. 6-27 
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memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya 

dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk 

seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi 

perilakunya. 

4. Teori Abolisionis 

Adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil 

yang di capai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata 

mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang 

bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi 

pemikiran punitive. Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, 

kelompok aboloisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, 

karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, 

di samping karena di pandang kurang efektif untuk pencegahan 

kejahatan dalam masyarakat. 

5. Teori Integratif (Teori Gabungan) 

Muladi mengkategorikan tujuan pemidanaan ke dalam 4 (empat) 

tujuan, antara lain :25 

a) Pencegahan (umum dan khusus). 

b) Perlindungan masyarakat. 

c) Memelihara solidaritas masyarakat. 

d) Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan 

                                                             
25 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1985), h. 81-86. 
 



33 
 

Selain teori-teori yang telah diutarakan tersebut di atas, maka ada 

juga teori Restorative Justice atau teori Keadilan Restoratif. Teori tersebut 

merupakan pengembangan teori rehabilitasi dalam rangka reintegrasi 

Narapidana ke pergaulan sosial masyarakat bebas yang menjadi pilihan 

utama dalam pembinaan Narapidana di Negara-Negara Asia Pasifik. 26 Inti 

dari teori Restorative Justice adalah bahwa penghukuman harus bertujuan 

untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korban nya dan direstui oleh 

masyarakat Kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan harus 

di ganti atau diberi kompensasi, karena bahwa pelanggaran hukum atau 

kejahatan akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara manusia tetapi 

juga rusaknya hubungan manusia dengan alam dan dengan Sang Maha 

Pencipta, sehingga pelaku kejahatan tersebut harus ditempatkan di 

penjara atau di Indonesia sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan 

atau Rumah Tahanan Negara untuk menebus segala perbuatan yang 

telah dilakukannya. 

Sebelum ada sistem Pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai 

adalah sistem Kepenjaraan. Sistem Kepenjaraan adalah tujuan dari 

pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk 

melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. 

Namun demikian, dalam kenyataanya bekas narapidana yang 

sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih 

                                                             
26http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17restorative-justice-sebagai-
alternatif- sistem-pemidanaan-masa-depan. diakses Kamis, 21 Desember 2017. 

http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17restorative-justice-sebagai-alternatif-
http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17restorative-justice-sebagai-alternatif-
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ada yang mengulangi perbuatannya, maka dari itu system Kepenjaraan 

diubah menjadi sistem Pemasyarakatan. 

Berbicara tentang masalah pembinaan Warga binaan 

Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, maka ada baiknya berbicara 

tentang Pemasyarakatan terlebih dahulu, karena memang penerapan 

pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. 

Pemasyarakatan adalah suatu proses therapeutic, di mana narapidana 

pada waktu masuk Rumah Tahanan Negara merasa dalam keadaan tidak 

harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga 

beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh Warga 

Binaan Pemasyarakatan adalah cermin dari adanya keretakan hubungan 

hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan 

masyarakat sekitarnya. 

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai 

pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang 

hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat 

serta lingkungannya. Dengan demikian, Rumah Tahanan Negara sebagai 

ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat 

untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, 

rehabilitasi dan reintegrasi. 

Berdasarkan Pasal 1 No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menyatakan bahwa, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 

pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 



35 
 

kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari 

sistem penindakan dalam tata peradilan pidana. Menurut C.I. Harsono Hs, 

Pembinaan Narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, maka 

pembinaan Narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling 

berkaitan dan saling bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai 

suatu tujuan.27. 

Berdasarkan Keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan 

Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa 

pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan 

sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah 

tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan 

membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. 

Hasil Konferensi tersebut, maka ada dinyatakan beberapa prinsip 

untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, antara 

lain: 

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal 

hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. 

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara. 

3. Rasa taubat tidak lah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, 

melainkan dengan bimbingan. 

4. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk 

atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. Selama 

                                                             
27 C.I. Harsono Hs, Op.Cit. hal. 5 
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kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan 

kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 

5. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat 

mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan 

lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus 

ditunjukkan untuk pembangunan Negara. 

6. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. 

7. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 

manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan 

kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat. 

8. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 

9. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakat saat ini merupakan 

salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip 

untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, maka 

dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari Pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarakatan tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari 

pembinaan Narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan 

erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena, tujuan pemidanaan 

dari sistem pemasyarakatan adalah Pembinaan dan Bimbingan, dengan 

tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap 

tersebut tidak di kenal dalam Sistem Kepenjaraan.  Tahap admisi/orientasi 

dimaksudkan, agar Narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan 
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tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, Warga 

Binaan Pemasyarakatan di bina, di bimbing agar supaya tidak melakukan 

lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga 

Pemasyarakatan.  

Berdasarkan Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 

1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan 

bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) 

tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, 

antara lain: 

1. Tahap Pertama 

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Rumah Tahanan 

Negara dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal 

dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan 

segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, 

bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari 

perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani 

perkaranya. 

Pembinaan pada tahap ini di sebut pembinaan tahap awal, dimana 

kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk 

menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian 

dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan 

berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa 



38 
 

pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Rumah 

Tahanan Negara dan pengawasannya maksimun (maksimum security). 

2. Tahap Kedua 

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan 

telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan 

menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah 

di capai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, 

disiplin dan patuh pada peraturan tata- tertib yang berlaku di Rumah 

Tahanan Negara, maka kepada 

Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak 

dan ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara dengan melalui 

pengawasan medium-security. 

3. Tahap Ketiga 

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani G 

(setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah di 

capai cukup kemajuan- kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan 

juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya 

diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 

(dua) bagian, antara lain: 

a. Waktunya di mulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 

(setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih 

dilaksanakan di dalam Rumah Tahanan Negara dan 

pengawasannya sudah memasuki tahap medium-security. 
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b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa 

lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa 

pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki 

tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan 

Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan 

minimum-security. 

4. Tahap Keempat 

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa 

pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. 

Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa 

perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang di mulai sejak 

berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari 

Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap 

Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang 

Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar 

Rumah Tahanan Negara oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian 

disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah 

pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, 

kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. 

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 
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Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 

(dua) bidang yakni :28 

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain: 

a. Pembinaan kesadaran beragama. 

b. Pembinaan kepribadian 

c. berbangsa dan bernegara. 

d. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). 

e. Pembinaan kesadaran hukum. 

f. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. 

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, 

yaitu: 

a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya 

kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin 

dan alat-alat elektronika dan sebagainya. 

b. Keterampilan untuk mendukung usaha industry kecil, 

misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian 

dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi 

bahan jadi. 

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat 

para narapidana masing-masing. 

d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau 

kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan 

                                                             
28 Adi Sudjatno, Op.Cit. h. 18-21 
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teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri 

kulit, pabrik tekstil dan sebagainya. 

Selain dari pada Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka 

menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan 

pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain : 

1. Narapidana itu sendiri. 

2. Para petugas/pegawai Rumah Tahanan Negara. 

3. Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi 

pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, 

keluarga dari Narapidana itu sendiri 

Sementara untuk para tahanan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 

tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan 

Pembinaan Tahanan yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan, antara 

lain: 

1. Pelayanan Tahanan. 

a. Bantuan hukum. 

b. Penyuluhan rohani. 

c. Penyuluhan jasmani. 

d. Bimbingan bakat. 

e. Bimbingan keterampilan. 
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f. Perpustakaan. 

g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan 

bimbingan kegiatan. 

2. Pembinaan Narapidana dan anak didik. 

a. Tahap-tahap pembinaan. 

b. Wujud pembinaan. 

c. Pembinaan Narapidana yang mendapat perhatian khusus. 

3. Bimbingan klien. 

a. Tahap-tahap bimbingan. 

b. Pendekatan bimbingan. 

c. Wujud bimbingan. 

Setelah mengetahui secara singkat tentang pembinaan dalam 

sistem Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, maka dapat 

dikatakan pada prinsipnya, Narapidana tersebut juga merupakan manusia 

biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu 

berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai 

potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang 

berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bahkan Negara. Dengan 

melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri 

seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi 

seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif 

setelah Narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di Rumah 
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Tahanan Negara dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian 

hari. 

2. Kerangka Konsep 

a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 

dalam tata peradilan pidana.29 

b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 

batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 

Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab. 

c. Rumah Tahanan Negara atau yang biasa disebut dengan RUTAN 

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga binaan 

Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan. 

d. Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam 

pemasyarakatan. 

                                                             
29 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
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Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, 

yaitu: 

1) pengayoman; 

2) persamaan perlakuan dan pelayanan; 

3) pendidikan; 

4) pembimbingan; 

5) penghormatan harkat dan martabat manusia; 

6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;  

7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 

orang-orang tertentu. 

e. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.  

E. Keasilan Peneltian  

Berdasarkan hasil penelitian dan dari penelusuran yang dilakukan di 

Kepustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan Kepustakaan 

Program Pascasarjana, maka penelitian dengan judul “Analisis Pola 

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi)”, belum pernah ada yang 

melakukan penelitian sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggung 

jawabkan dari segi isinya. 
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F. Metode Penelitian  

a. Spesifikasi Penelitian   

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali 

yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, 

sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat 

digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya30 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 

dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.31 

Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah 

suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum32 

Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam 

memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang di 

angkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode 

yang dipergunakan dalam penelitian. 

                                                             
30 Joko P.Subagyo, Metode Penelitian dalam Teoridan Praktek (Jakarta: RinekaCipta,1997),h.2. 
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press,1981),h.43 
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 
2005),h.35 
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Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu 

menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa 

permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan Pola Pembinaan 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. 

Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik 

tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di 

lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative 

yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap 

masalah Pola Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II B Tebing Tinggi yang ditinjau dari Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan serta yuridis empiris peraturan-peraturan yang 

lain yang berhubungan dengan Narapidana dan Lembaga 

Pemasyarakatan. 

b. Lokasi Peneltian 

  Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Tebing Tinggi, dan obyek penelitian ini adalah pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang masih berada dalam 

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Provinsi Sumatera Utara yang berkenaan dengan bidang Penegakan 

Hukum sub bidang Pemasyarakatan atau sesuai dengan Pasal 5 huruf b 

dan c Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di 
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Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya 

disebut dengan Keppres No. 64 Tahun 2004) mengatakan bahwa, dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor 

Wilayah Kemenkumham menyelenggarakan fungsi, Pembinaan di bidang 

hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penegakan Hukum di bidang 

Pemasyarakatan. 

c. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap 

sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum 

melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu 

dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman 

wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting. 

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (library research). 

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari 

konsepsi- konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan (field research). 

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang 

akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data 

primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan 

sebagai informan atau narasumber seperti Kepala Kantor Wilayah 
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Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara dan 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi serta 

Staf Pegawai.  

Sementara itu, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2(dua) 

hal yaitu: 

1. Data Primer. 

Data primer di peroleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari para 

pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber 

seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan 

Klas II B Tebing Tinggi serta Staf  dan Pegawai Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi 

2. Data Sekunder 

Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan 

pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai 

data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan 

tertier 

d. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang dipergunakan 

adalah pedoman wawancara serta studi terhadap bahan-bahan dokumen 

lainnya. 

a. Pedoman Wawancara. 
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Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dari pihak yang mengetahui tentang Pola Pembinaan Warga 

binan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing 

Tinggi yang di lakukan kepada antara lain: 

1) Kepala Divisi Pemasyarakatan Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Sumatera Utara. 

2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. 

3) Kepala Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Tebing Tinggi. 

4) Kepala Sub Seksi Pelayan Tahanan dan pengelolaan pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. . 

5) Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Tebing Tinggi. 

b. Bahan-Bahan Dokumen atau Bahan Pustaka. 

Bahan-bahan dokumen yang digunakan antara lain: 

1) Bahan hukum primer Sebagai landasan utama yang dipakai dalam 

rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-Undang No. 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Untuk memperoleh data 

yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti, 

dilaksanakan 2 (dua) tahap penelitian antara lain: 

a. Penelitian Lapangan. 
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Dilakukannya penelitian ke lapangan untuk memperoleh data primer 

dengan melalui pengumpulan data yang merupakan bahan utama 

penelitian ini. 

b. Penelitian Kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Setelah diinventarisir dilakukan penelaahan untuk membuat intisari 

dari setiap peraturan yang bersangkutan. 

e. Analisis Data  

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data 

yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang 

diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari 

asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan 

komplek. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh 

dengan variasi (keragaman). 

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar. Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library 

research) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field 
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research) kemudian di susun secara berurutan dan sistematis dan 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk 

memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan cara berfikir 

yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju 

kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala 

permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


